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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan dari hasil pengamatan, kepustakaan dan pembahasan yang 

telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, mengenai Penerapan Aset Tetap pada 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati maka dapat 

dikemukakan ringkasan pokok sebagai berikut : 

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati 

merupakan unit kerja pemerintah daerah yang bergerak dibidang 

perhubungan komunikasi dan informatika di wilayah kabupaten Pati. 

2. Penyusutan aset tetap pada dinas pemerintahan sesuai dengan 

pengertian standar akuntansi pemerintah merupakan pengalokasian 

secara sistematis pada aset yang dapat disusutkan (depreciable assets)  

khususnya aset tetap selama masa manfaat aset tersebut dengan 

menggunakan metode penyusutan tertentu. 

3. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati adalah 

metode garis lurus dengan formula sebagai berikut : 

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan 

Masa Manfaat 

4. Tujuan dilakukannnya penyusutan aset tetap adalah agar nilai aset 

tetap pada saat penyususnan Laporan neraca  tidak lebih saji 

(overstated). 

5. Klasifikasi aset tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Pati antara lain : Tanah, Peralatan dan mesin, 

Gedung dan bangunan, Jalan, Irigrasi dan jaringan, Aset Lainnya, dan 

Konstruksi dalam pengerjaan. 

6. Seluruh aset tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Pati mengalami penyusutan kecuali Tanah. 

7. Sistem pencatatan penyusutan aset tetap pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati mengikuti alur pada  
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bagan alir sistem pencatatan aset tetap dan berpedoman pada Peraturan 

Bupati Pati no 26 tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah 

daerah. 

8. Dalam sistem akuntansi pencatatan penyusutan aset tetap terdapat dua 

fungsi yaitu sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian 

keuangan yang menghasilkan dokumen bukti memorial dan Daftar 

Depresiasi Aset Tetap. 
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